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Abstract

This study aims to examine the effect of earnings management and corporate governance mechanisms on tax
avoidance.

The population in this study were property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in
2013-2016. The sampling technique in this study using the purposive sampling technique, with 128 data
selected as samples. The analytical method used is multiple linear regression with the SPSS program.

The regression analysis results prove that earnings management has an effect on tax avoidance. This study
cannot prove the effect of the proportion of independent commissioners, audit committee and managerial
ownership on tax avoidance.
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1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan
pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk
melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai
sektor kehidupan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib
pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk
berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh
pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk
membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih,
sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah (Darmawan dan Sukartha, 2014). Untuk itu perusahaan akan
melakukan segala cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayarnya. Salah satu cara yang
dilakukan manajemen yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berhubungan dengan
penghindaran pajak, peneliti menggunakan salah satu proksi mengukur penghindaran pajak yaitu
dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan dibagi dengan
laba sebelum pajak. Hasil beberapa penelitian (Prakosa, 2014; Fitri dan Tridarus, 2015)
menyimpulkan bahwa apabila perusahaan memiliki CETR dibawah statutory tax rate yaitu 25%
maka perusahaan dianggap melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya jika diatas 25% maka
perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak.

Scott (2009) menyatakan bahwa salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba
adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam
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menyajikan informasi laba kepada publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak
manajer atau menguntungkan pihak perusahaan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba
perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan karena dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan kena
pajak yang dilaporkan oleh perusahaan maka perusahaan cenderung menjaga labanya pada level
tertentu (Tiaras dan Wijaya, 2015), sehingga dapat diprediksi bahwa perusahaan dengan tingkat
pendapatan yang cenderung meningkat akan melakukan income decreasing. Sebaliknya, jika
perusahaan dengan tingkat pendapatan yang cenderung menurun diprediksikan akan melakukan
income increasing untuk menghindari pemeriksaan pajak karena melaporkan kerugian.

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada subsektor properti dan real estate
di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan real estate berasal dari Pajak
Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer,
pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan
kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya potential loss penerimaan pajak akibat tidak
dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, real estate dan
apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill (www.Finance.detik.com).

Penghindaran pajak ini terjadi karena adanya konflik agensi sebagai akibat perbedaan
kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent) (Jensen dan Meckling,
1976). Pemilik akan fokus pada kemakmurannya, sedangkan manajer fokus pada pemenuhan
kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan manajemen seringkali
mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan keinginan pemilik perusahaan. Sebagai
pemilik modal, principal memiliki akses mengenai informasi internal perusahaan sedangkan agen
sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan memiliki informasi tentang kegiatan operasi
dan kinerja perusahaan. Agen sebagai pihak internal perusahaan lebih mengetahui keadaan
perusahaan dari pada principal sehingga agen lebih memiliki kesempatan untuk membuat informasi
dalam laporan keuangan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan informasi yang diketahuinya.

Keputusan manajer untuk melakukan aktivitas manajemen laba merupakan salah satu masalah
keagenan. Manajer ingin adanya peningkatan kompensasi atas kinerjanya, tapi disisi lain pemilik
ingin menekan biaya pajak dengan laba yang rendah. Manajer melakukan manajemen laba dengan
motivasi pajak sehingga melakukan aktivitas penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak
membuat manajer mendapatkan kinerja yang baik dari pemilik sehingga mendapatkan kompensasi
yang tinggi, namun keputusan yang diambil manajer tidak sejalan dengan pemilik karena beresiko
dan mempengaruhi pandangan publik terhadap perusahaan. Risiko yang dihadapi berupa sanksi
ataupun beban biaya yang berpengaruh dengan kondisi perusahaan dan pandangan publik yang
beranggapan bahwa perusahaan tidak mau berkontribusi untuk pembangunan negara akibat dari
tindakan penghindaran pajak ini.

Dalam menyelesaikan masalah agensi ini, corporate goverance digunakan untuk
mengoptimalkan kedua kepentigan tersebut. Corporate goverance merupakan suatu aturan yang
akan menghasilkan suatu kepercayaan (Agoes dan Ardana, 2009) yang meliputi serangkaian
hubungan antara manajemen, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder lainnya yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dengan adanya corporate goverance maka akan
terjaganya keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta
menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk dan tujuan masyarakat serta menjauhkan
perusahaan dari pengelolaan yang buruk dan mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Putra dan
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Aria, 2012).

Proksi corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan
komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. Komisaris independen
didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham
pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak
menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut
peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah komisaris independen
proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai
pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh
anggota komisaris, disamping itu komisaris memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar
modal serta diusulkan oleh pemegang saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan,
2009). Berdasarkan teori agensi, anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan
(Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon
2007). Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar
kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi meraka dengan mendapatkan kontrol
yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007),
sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya semakin besar proporsi dewan komisaris
idependen maka akan semakin rendah penghindaran pajak (Syeldila dan Lukviarman, 2015). Gusti
Ayu dan Suardana (2014) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak.

Winata (2014) menjelaskan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas
untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi
dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No0.55/PJOK/2015
jumlah komite audit sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Teori agensi menjelaskan bahwa salah
satu untuk meminimalkan konflik agensi yaitu dengan adanya corporate governance (Jensen dan
Meckling, 1976). Salah satu mekanisme corporate governance yaitu komite audit. Fungsi komite
audit yang berjalan secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan
keuangan yang lebih baik serta mendukung corperate governance yang baik, sehingga dengan hal
ini aktivitas penghindaran pajak dapat diminimalisasi bahkan perusahaan tidak akan melakukan
aktivitas penghindaran pajak. Annisa dan Kurniasih (2012); Winata (2014) menemukan bahwa
komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Dandes dan Novia
(2015) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham
dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustriani,
2011). Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer maupun
karyawan) diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Dyan, 2016).
Konflik agensi menjelaskan bahwa manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak
menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan berbeda
apabila manajer memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut. Manajer akan berhati-hati
dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada manajer itu sendiri, sehingga akan
berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan
perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih
giat untuk meningkatkan Kkinerja dan kepatuhannya termasuk menghindari aktivitas penghindaran
pajak. Penelitian terkait dengan kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak yaitu penelitian
dari Dyan (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak.



216 Hesti Setiorini, Rini Indriani, Pratana P. Midiastuty /Jurnal Fairness Volume 7, Nomor 3, 2017: 213-226

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah menguji apakah manajemen laba,
proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap
penghindaran pajak.

2. Tinjauan Pustaka
2.1. Teori Keagenan

Teori ini menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan
keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen).
Dalam agency theory ada beberapa asumsi dasar yaitu: Agency Conflict yaitu konflik yang timbul
sebagai akibat dari manajemen melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan yang dapat
mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh return dan nilai jangka panjang
perusahaan; dan Agency Problem yang sebagai akibat dari kesenjangan antara kepentingan
pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola.

Teori keagenan merupakan teori yang menyatakan adanya konflik kepentingan antara pihak
manajer dengan pihak pemilik, dimana masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda
sehingga setiap pihak akan melakukan tindakan yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing.
Teori agensi sangat berkaitan dengan tindakan manajemen laba atau pun praktik perataan laba yang
dilakukan oleh perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa praktik manajemen dipengaruhi konflik
kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak
berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya
(Noviana dan Yuyyeta, 2011).

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara
satu orang atau lebih pemilik (prinsipal) yang menyewa orang lain (agent) untuk melakukan
beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan
kepada agen. Michelson et al (1995) mendefinisikan keagenan sebagai suatu hubungan berdasarkan
persetujuan antara dua pihak, dimana manajemen (agent) setuju untuk bertindak atas nama pihak
lain yaitu pemilik (prinsipal). Pemilik akan mendelegasikan tanggungjawab kepada manajemen dan
manajemen setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan pemilik.

2.2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hutagaol (2007) menyebutkan bahwa tax avoidance yaitu upaya penghindaran pajak secara
legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha
mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan (loopholes). Brian dan Martani
(2014) menyatakan bahwa, Undang-undang perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment,
yakni sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya
sehingga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus
dibayar. Dalam hal ini perusahaan tentu saja ingin meminimalisasi beban pajak.

2.3. Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan konflik agensi terjadi karena adanya perbedaan
kepentingan dan adanya pemisahan antara pemilik dan manajer. Pemisahan ini menimbulkan
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asimetris informasi dimana manajer lebih mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa
yang akan datang sehingga melakukan tindakan untuk keuntungannya sendiri salah satunya adalah
aktivitas manajemen laba. Manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas
ekonomi yang ada, sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba yang disajikan
mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk
memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerjanya dapat terlihat baik.

Hubungan antara manajemen laba dengan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan motivasi
perusahaan melakukan manajemen laba dengan motivasi pajak (Scoott, 2009). Manajemen laba
dapat mempengaruhi perencanaan pajak karena dengan manajemen laba akan mengubah
pendapatan kena pajak yang nantinya mengubah beban pajak (Kamila dan Martani, 2013). Manajer
akan merencanakan pembayaran yang relatif sedikit karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi
sumber dana, maka manajer melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah salah satu
insentif pajak yang mempengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba (Wijaya
dan Martani, 2011). Salah satu tindakan perencanaan pajak yang dapat dilakukan melalui
penghindaran pajak atau sering disebut tax avoidance. Penghindaran pajak merupakan upaya bagi
perusahaan untuk meminimalkan besarnya pajak yang dibayarkan secara legal melalui celah-celah
perundang-undangan (Suandy, 2014). Dari beberapa penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin
perusahaan melakukan tindakan manajemen laba maka akan menyebabkan semakin rendah nilai
CETR perusahaan tersebut, dari nilai CETR yang rendah maka semakin besar perusahaan
melakukan penghindaran pajak.

H1: Manajemen laba berpangaruh terhadap penghindaran pajak
2.4. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan
(Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon
2007). Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar
kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi meraka dengan mendapatkan kontrol
yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007),
sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya semakin besar Proporsi Komisaris
Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan
Noga 2010). Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Proporsi Dewan Komisaris
Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Syelda dan
Lukviarman (2015); Maharani dan Suardana 2014; Prakosa 2014). Dari beberapa penelitian ini
dapat dijelaskan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin
rendah penghindaran pajak, namun sebaliknya semakin kecil proporsi dewan komisaris independen
maka akan semakin tinggi tindakan penghindaran pajak.

H2: Proporsi dewan komisaris independen berpangaruh terhadap penghindaran pajak.
2.5. Komite Audit dan Penghindaran Pajak
Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/PJOK/2015, Komite Audit adalah komite yang

dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan
tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit berjumlah paling sedikit 3 orang yang
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anggotanya berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.
Komite audit memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan
perusahaan sehingga dapat meminimalisasi kekurangan yang akan dilakukan manajemen. Teori
agensi menjelaskan bahwa salah satu untuk meminimalkan konflik agensi yaitu dengan adanya
corporate governance (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu mekanisme corporate governance
yaitu komite audit yang memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan
keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi kecurangan yang akan dilakukan manajemen.
Komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga
akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan hukum lainnya. Dalam
penelitian Dewi dan Jati (2014) menyebutkan bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam
perusahaan akan meningkatkan Corporate Governance di dalam perusahaan, sehingga akan
memperkecil kemungkinan praktek penghindaran pajak. Dari beberapa penelitian ini dapat
dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah komite audit (nilai CETR tinggi) maka akan semakin
rendah tindakan penghindaran pajak, namun sebaliknya semakin sedikit jumlah komite audit (nilai
CETR rendah) maka akan semakin tinggi tindakan penghindaran pajak.

H3: Komite Audit berpangaruh terhadap penghindaran pajak.
2.6. Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham
dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustriani,
2011). Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer maupun
karyawan) diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Dyan, 2016).
Konflik agensi menjelaskan bahwa manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak
menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan berbeda
apabila manajer memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut. Manajer akan berhati-hati
dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada manajer itu sendiri, sehingga akan
berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan
perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hamed dan Boussaidi (2015) dan Rahmawati dkk
(2016) menemukan perusahaan yang dengan persentase kepemilikan manajerial yang tinggi maka
akan mengurangi tindakan penghindaran pajak, sehingga nilai CETR akan meningkat dengan alasan
manajer akan patuh dalam membayar pajak dimana manajer cenderung tidak melakukan
penghindaran pajak.

H4: Kepemilikan Manajerial berpangaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Metode Penelitian
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran pajak, yang didefinisikan sebagai upaya penghindaran pajak secara legal yang
tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha
mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan (Hutagaol, 2007).
Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR).
Cash Effective Tax Rate (CETR) adalah jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan saat ini
untuk kepentingan perpajakan dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi CETR
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mengindikasikan akan semakin rendah tindakan penghindaran pajak. Hasil beberapa penelitian
(Prakosa, 2014; Fitri dan Tridarus, 2015) menyimpulkan bahwa apabila perusahaan memiliki
CETR dibawah statutory tax rate yaitu 25% maka perusahaan dianggap melakukan
penghindaran pajak dan sebaliknya jika diatas 25% maka perusahaan tersebut tidak melakukan
penghindaran pajak. Pengukuran Cash ETR pada penelitian ini megikuti perhitungan Chen et al
(2010) yaitu CETRIt = Kas yang dibayarkan/Laba sebelum pajak.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba, corporate
governance yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan
kepemilikan manajerial.

a. Manajemen Laba

Dalam penelitian ini, discretionary accrual sebagai proksi atas manajemen laba diukur
dengan menggunakan Modified Jones Model, karena model ini mempunyai standar error dari
eit (error term) hasil regresi estimasi nilai total aktual yang paling kecil dibandingkan model-
model yang lainnya (Dechow et al, 1995), dan telah dipakai luas untuk menguji hipotesis
mengenai manajemen laba (Alim, 2009).

Discretionary Total Accrual merupakan selisih total accrual (TAC) dengan nondiscretionary
total accrual (NDTA) (Tiaras dan Wijaya, 2015).

Total Accrual

TAC_it=NI_(it- ) CFO_it

Nilai total accrual diestimasi dengan persamaa regresi Ordinary Square:

TAC_it/TAC_(it-1) = B (1/TA_(it-1) )+P=((A sales_it)/TA_(it-1) }+ps (( PPE_it)/TA_(it-1))+
g it

Nondiscretionary Total Accrual (NDTA)

NDT _it=B: (I/TA_(it-1) }+P((A sales_it-A TRec_it)/TA_(it-1) )+Bs (( PPE_it)/TA_(it-1))
Discretionary Total Accrual (DTA)

NDA= TAC/TA_(it-1) - NDTA

Keterangan:

TACit = Total Accrual perusahaan i pada periode t

NIit = Laba bersih (net income) perusahaan i pada periode t

CFOit = Arus kas operasi (cash flow of operation) perusahaan i pada periode t

(dimana seluruhnya dibagi dengan total aset t-1)

TAIit-1 = Total Aset perusahaan i pada tahun t-1

Asalesit = Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada
periode t-1

B = Koefisien yang diperoleh dari persamaan regresi

ATRecit = Piutang Usaha perusahaan i pada periode t dikurangi piutang usaha pendapatan
pada periode t-1

PPEit = Gross Property, Plant and Equipment

eit = Error

b. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal
dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi
atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait
dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan, 2008).
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Pengukuran variabel proporsi dewan komisaris independen dapat dilakukan dengan cara
membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris (Siallagan
dan Machfoedz, 2006).

c. Komite Audit

Winata (2014) menyebutkan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari
anggota dewan komisaris yang bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan
keuangan dan pengungkapan (disclosure). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.
15/15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance jumlah anggota komite
audit minimal 3 orang.

d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh manajemen
perusahaan (dewan komisaris, direksi maupun karyawan). Kepemilikan manajerial diukur
dengan persentae jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Dyan, 2016) dengan
mambandingkan jumlah saham yang dimiliki manajemen dibandingkan dengan jumlah
saham yang beredar dikalikan dengan 100% (Rahmawati dkk, 2016).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.2. Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari
tahun 2013-2016 dimana sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan Property dan Real Estate.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu populasi yang
dijadikan sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk
mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah sampel
dalam penelitian ini adalah 32 sampel perusahaan dengan periode pengamatan selama 4 tahun,
sehingga diperoleh observasi sebanyak 128.

3.3. Statistik Deskriptif

Gambaran atau deskriptif data dapat dilihat dari rata-rata (mean), nilai minimum, nilai
maksimum dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan. Hasil analisis statistik deskriptif
dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation
CETR 0,000149 0,615419 0,18506779 0,144828079
DTA -0,249023 0,277388 0,01876807 0,096049597
PDKI 0,200000 0,833333 0,38161191 0,096472388
KA 2 4 2,96581197 0,345703279
KM 0,000000 0,396285 0,03618463 0,086837717

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu penghindaran pajak (CETR) yang
digunakan untuk mengidentifikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Berdasarkan
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hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 0,18506779 atau sebesar 18,50% ini
menggambarkan bahwa perusahaan Proprety dan Real Estate dalam penelitian ini hanya membayar
pajak sebesar 18,50% sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak,
karena memiliki nilai CETR dibawah statutory tax rate 25% dengan nilai standar deviasi sebesar
0,144828079. Variabel selanjutnya dari penelitian ini adalah manajemen laba (DTA) yang
memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,01876807 hal ini menggambarkan bahwa perusahaan Proprety
dan Real Estate dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan pola income decreasing.
Variabel proporsi dewan komisaris Independen (PDKI) yang mana jumlah komisaris independen
dibagi dengan jumlah seluruh dewan komisaris dengan ketentuan jumlah komisaris independen
sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Nilai rata-rata (mean) dari variabel
proporsi dewan komisaris independen (PDKI) sebesar 0,38161191. Hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan Property dan Real Estate dalam penelitian ini telah memenuhi aturan yang ditetapkan
oleh OJK dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,096472388. Variabel komite audit (KA) yang
menggunakan alat ukur jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dikali 100%. Nilai rata-rata
variabel komite audit (KA) sebesar 2.96472388, hal ini menggambarkan bahwa rata-rata jumlah
komite audit yang dimiliki oleh perusahaan property dan real estate sebesar 2,96 atau berjumlah 3
orang. Variabel terakhir adalah kepemilikan manajerial (KM) yang diukur dengan jumlah saham
yang dimiliki manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai rata-rata variabel
kepemilikan manajerial (KM) yaitu sebesar 0.03618463 hal ini menggambarkan bahwa rata-rata
jumlah saham yang dimiliki sebesar 3.62% saham manajerial dari keseluruhan saham yang beredar.

3.4. Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Rata-rata variabel manajemen laba pada perusahaan sampel diperoleh 18,77%
hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola income decreasing
(menurunkan laba) yang artinya perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus
dibayarkan, dan hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya nilai CETR pada perusahaan property
dan real estate, dari nilai CETR yang rendah maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat
melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan dapat melaporkan laba sesuai dengan
keinginannya untuk memperkecil beban pajak. Variabel manajemen laba berpengaruh terhadap
penghindaran pajak ini dapat diilustrasikan dalam aktivitas manajemen laba dengan objek aktiva
tetap. Pada manajemen laba yang objeknya adalah estimasi ekonomis umur aktiva tetap, perusahaan
dapat melakukan income decreasing dengan membuat biaya depresiasi periode berjalan menjadi
lebih besar dibandingkan biaya depresiasi periode sebelumnya maka perusahaan mengganti umur
ekonomis perusahaan menjadi lebih pendek. Perubahan ini secara langsung akan membuat laba
periode bersangkutan menjadi lebih kecil dibandingkan laba sesungguhnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif teori agensi yang menjelaskan bahwa manajer
sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi internal lebih banyak dan manajer mendapatkan
informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan dengan pemegang saham, yang artinya manajer
dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk memanipulasi laporan keuangan dan memiliki motivasi-
motivasi tertentu yang mendorong mereka melakukan manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian
ini manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen masih dipandang wajar karena tidak
mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Badertscher dkk (2009) dan Krisnata (2012) yang menyatakan manajemen laba
berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang di proksi dengan CETR perusahaan.
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Hasil pengujian hipotesis kedua, bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak. Rata-rata jumlah komisaris independen pada perusahaan sampel
terpilih adalah 38,16% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris. Walaupun demikian, masih
ditemukan pada perusahaan sampel terpilih yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh BEI
yaitu jumlah komisaris independen sekurangkurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh
anggota komisaris. Hal ini terbukti dengan diperolehnya skor minimal 0,2000 pada variabel
Proporsi Komisaris Independen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh koefisien
regresi variabel Proporsi Komisaris Independen sebesar -0,106 dan signifikan 0,000 dimana nilai
signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel
Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian
ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (tax avoidance) ditentukan
oleh variasi variabel Proporsi Komisaris Independen. Dengan kata lain, apabila semakin besar
Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin rendah tax avoidance. Namun sebaliknya,
apabila semakin kecil Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin tinggi tax avoidance.
Hasil penelitian ini sejalan dengan perspektif teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin banyak
jumlah komisaris independen di dalam perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat
memenuhi peran mereka untuk melakukan monitoring dan controlling pada tindakan pihak
manajemen sehubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi (Jensen dan
Meckling, 1976). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan
memberi pengawasan Yyang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan
kecurangan dari manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Pohan (2008) dan Sari (2014) dimana para peneliti terdahulu tersebut menemukan bahwa
variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga, bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran
pajak. Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan 3
orang. Apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka
akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan
pajak (Pohan, 2008). Dalam penelitian ini masih ada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah
komite audit 2 orang sehingga masih kurang dalam memenuhi aturan OJK yang mensyaratkan
bahwa jumlah komite audit minimal 3 orang, sehingga semakin sedikit komite audit yang dimiliki
perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan komite audit sangat minim
sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak,
perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari ketetapan OJK akan
mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja penghindaran pajak
perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau
rendahnya variasi penghindaran pajak (tax avoidance) ditentukan oleh Komite Audit. Dengan kata
lain, apabila semakin banyak jumlah anggota Komite Audit maka akan semakin rendah tax
avoidance. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota Komite Audit maka akan
semakin tinggi tax avoidance. Hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif teori agensi dimana
disebutkan bahwa peranan komite audit dapat membantu dewan komisaris agar asimetri informasi
tidak terjadi, dengan cara melakukan monitoring serta memberi pertimbangan kepada manajemen
perusahaan. Informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif dari pihak manajemen akan terjadi
jika pengawasan semakin ketat dilakukan pada manajemen perusahaan. Peningkatan kualitas GCG
dalam perusahaan akan meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen
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perusahaan karena semakin banyaknya keberadaan komite audit dalam perusahaan. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012), Dewi dan Jati (2014),
Maharani (2014), dan Pohan (2008) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif
terhadap tax avoidance.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, bahwa kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini proporsi kepemilikan saham yang
dimiliki oleh pihak manajerial masih jauh dari nilai rata-rata. Hal tersebut memungkinkan bahwa
pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan,
sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam
perusahaan. Dari persentase rata-rata kepemilikan manajerial tersebut belum bisa menyelesaikan
persoalan keagenan yang terjadi antara principal dan agent dimana dengan adanya kepemilikan
manajerial dapat mengurangi perilaku opportunistik yang dilakukan pihak manajer yang dapat
merugikan pemilik perusahaan salah satunya melakukan tindakan penghindaran pajak dengan
manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif teori agensi yang menjelaskan bahwa
kepemilikan manajerial disuatu perusahaan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak,
sehingga nilai CETR akan meningkat dengan alasan manajer akan patuh dalam membayar pajak
dimana manajer cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013), Hadi dan Mangoting (2014), yaitu kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh (berpengaruh negatif dan tidak signifikan) terhadap penghindaran
pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Manajemen laba berpenga-
ruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena manajemen termotivasi untuk
melakukan manajemen laba agar dapat menurunkan beban pajak perusaahaan sehingga untuk
menurunkan beban pajak tersebut, manajemen perusahaan menggunakan berbagai metode untuk
menurunkan laba perusahaan yaitu dengan melakukan manajemen laba. Proporsi dewan komisaris
independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris ditugaskan untuk
menjamin keberhasilan strategi perusahaan, sehingga perusahaan berjalan sesuai dengan keinginan
stake holders. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dewan komisaris independen tidak berhasil
menjalankan strategi perusahaan dengan melakukan corporate governance, sehingga dewan
komisaris independen tidak mampu menekan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena rata-rata dalam penelitian ini
jumlah komite audit sejumlah tiga orang, semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan
maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan komite audit sangat minim sehingga akan
meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial
tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena saham yang dimiliki oleh pihak manajemen
masih cukup sedikit atau dibawah rata-rata, walaupun manajemen secara aktif ikut mengambil
keputusan tetapi tidak terlalu besar berdampak terhadap suara yang diberikan dalam pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan penghindaran pajak.
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